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ABSTRAK

Praktek penyelesaian masalah pembiayaan diawali dengan upaya-upaya
dari bank sebagai pihak kreditur dengan berbagai cara antara lain dengan
melakukan penagihan langsung oleh bank kepada debitur yang bersangkutan atau
mengupayakan agar debitur menjual agunan kreditaya. sendiri untuk pelunasan
kreditnya di bank. Apabila penyelesaian..sebagaimana tersebut diatas tidak
berhasil dilaksanakan, pada umumnya upaya yang dilakukan bank dilakukan
melaluiprosedur hukum yaitu melakukan pelelangan. Namun seharusnya tidak
dilakukan pelelangan dikarenakan berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jika terjadi sengketa, maka
penyelesaiannya oleh pengadilan, hal yang sama/dijelaskan pada Pasal 1266
KUHPerdata.

Masalah pokok penelitian adalah Bagaimanakah Penyelesaian Pembiayaan
Bermasalah Dalam Pengadaan Barang Berdasarkan Prinsip Murabahah Pada PT
Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru dan Apakah Faktor Penghambat Dalam
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Pengadaan Barang Berdasarkan
Prinsip Murabahah Pada PT Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru.

Metode penelitian adalah penelitian observational research yaitu dengan
cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat
pengumpul data yaitu wawancara dan kuisioner. sedangkan sifatnya adalah
deskriptif, yaitu penulis mencoba. memberikan. gambaran secara rinci tentang
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Pengadaan Barang Berdasarkan
Prinsip Murabahah Pada PT Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru.

Hasil penelitian bahwa Penyelesaian Pembiayaan ~Bermasalah Dalam
Pengadaan Barang Berdasarkan| Prinsip. Murabahah Pada. PT Bank Syariah
Mandiri Area Pekanbaru adalah belum memberikan rasa keadilan disebabkan
masih terlihat kedudukan nasabah masih lemah meskipun diselesaikan secara
musyawarah terlebih® dahulu dikarenakan pihak. Bank berhak untuk
menuntut/menagih pembayaran dari nasabah untuk dibayar dengan seketika dan
sekaligus tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan surat teguran atau surat
lainnya, apabila nasabah tidak melaksanakan pembayaran maka pihak Bank
melakukan pelelangan terahdapjaminan ‘dari nasabah, dan Faktor Penghambat
Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Pengadaan Barang
Berdasarkan Prinsip Murabahah Pada PT Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru
adalah usaha yang dibuat nasabah telah bangkrut, keuangan yang bermasalah
dikarenakan menyalahgunakan pinjaman sehingga nasabah tidak memiliki
kemampuan serta itikad baik untuk melakukan penyelesaian kredit dan Serta
meskipun sudah dilakukan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaian
permasalahan dan dilakukan somasi namun tetap tidak diperdulikan oleh nasabah.

Kata Kunci: Penyelesaian Pembiayaan Bermasalahan, Prinsip Murabahah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

mempergunaka a sebaga rh 2\ berarti dapat

dibedakan asanya bank yang menganu Im s memperhitungkan

ditentukan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, vyaitu:
“prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank
dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau
kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain, pembiayaan
berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip

penyertaan modal (Musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh



keuntungan (Murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip
sewa murni tanpa pilihan (ljarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan
kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ljarah wa
igtina)”.

Murabahah disebut sebagai perjanjian pembiayaan berprinsip hukum Islam.
Dimana pihak bank memberikan pembiayaan dengan menalangi terlebih dahulu
biaya yang digunakan untuk keperluan nasabah, namun dalam perjanjian tersebut
harus ada kesepakatan keuntungan serta waktu pelunasan yang disepakati.
Adapun selesih yang didapatkan ataupun keuntungan yang dihasilkan merupakan
pengurangan dari nilai jual terhadap harga awal yang ditalangi oleh pihakbank.
akad jual beli atau murabahah dapat disamakan dengan “kredit-modal kerja” pada
pembiayaan bankumum, oleh sebab itu masa pembiayaannya hanya 1 tahun.
(Sumitro, 1996:63)

Pada tahun 2008 merupakan tahun peningkatan perkembangan perbankan
syariah di Indonesia. Perkembangan tersebut ditandainya dengan diberlakukannya
Undang-Undang Nomor.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang bertujuan
untuk meningkatkan pembangunan nasional.lndonesia untuk mencapai terciptanya
masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan
mengembangkan system ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan,
kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yangs esuai denagn prinsip syariah.
Diundangkannya undang-undang ini juga dilatarbelakangi adanya kebutuhan
masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat,

disamping adanya kekhususan perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan



konvensional. (Anshori, 2009: 37)

Perkembangan kemajuan bisnis sangat membutuhkan peran serta dari sistem
Perbankan. Dikarenakan setiap pelaku bisnis pasti membutuhkan bantuan saluran
dana untuk pengembangan usahannya. Bantuan tersebut berupa pinjaman kredit.
Pinjaman  tersebut. merupakan. salah satu pendukung berkembangnya
perekonomian: di Indonesia. -, «Dalam |Peraturan  Menteri Keuangan Nomor
84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam pasal 1 huruf (b) dan
(g) dinyatakan bahwa:

“Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga

Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan

yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Pembiayaan

Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk

pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran

secara angsuran™.

Suatu lembaga pembiayaan /memiliki ‘peranan dalam  pemberian kredit,
sehingga atas hal tersebut melekat adanya suatu perlindungan hukum baik pihak
bank maupun nasabah yang melakukan ikatakan. Perlindungan tersebut dapat
berupa jaminan hak agar bisa memberikan kepastian dan keadilan bagi para pihak.

Untuk memberikan perlindungan dalam pelaksanaan pemberian kredit maka
ada ketentuan atau prinsip yang harus dijalankan oleh bank, yaitu:

a. Adanya prinsip kehati-hatian yang wajib dijalankan.
b. Harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor
untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan

c. Wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan masyarakat

yang mempercayakan dananya pada bank.
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d. Harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.
Sebelum pihak bank memberikan pinjaman maka proses yang dilakukan

yaitu melaksanakan mekanisme penilaian kemampuan serta kesanggupan dari

Janya jaminan

terhadap K i ‘j . Ha : o 2 bahwasanya

‘ pada bank dalam
n_erdasarkan Prinsip

rangka [

Syariah.” Ly

Fungsi dari p n hak dan kekuasaan
terhadap bank serta pe diberikan kepada nasabah,

jika terjadinya wanprestasi ata kredit yang telah dilaksanakan.
(Thomas Suyatno, 1994: 45) Dalam hal lain pihak bank juga memiliki kewajiban
untuk memelihara atas barang jaminan yang diserahkan oleh pihak nasabah.
Berikut dapat diketahui bahwasanya jaminan atas kredit berguna sebagai:
a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan

pelunasan dari agunan apabila debitur cidera janji, yaitu untuk membayar

kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.



iy disay yejepe il udwnyo(]

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai
usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau

proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat

berbuat demikian

I janjinya,
syarat-syarat
kut menjamin

ank. (S.T.Kansil,

Ketera ‘ : alam | .‘ : | dan Pasal 1132
KUHPerdats

upun yang tidak
ada di kemudian

yang mengutangkan kepad dapatan penjualan benda-benda itu
dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang
masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-
alasan yang sah untuk didahulukan”.

Dari rumusan tersebut, bahwa segala sesuatu bentuk yang dimiliki oleh
yang berhutang, merupakan hak untuk dijaminkan atas hutangnya. Serta jika
benda jaminan diperjualbelikan maka akan dijadikan sebagai pelunasan terhadap

pinjaman, serta jika hasil dari penjualan masih memiliki sisi maka pihak debitur



masih mempunyai hak dari nilai penjualan tersebut.

Pada dasarnya pemberian kredit disesuaikan dengan tujuan pembangunan
hukum. Dimana harus memberikan jaminan kepastian hukum serta harus
memberikan batasan hak dan-kewajiban terhadap para pihak yang melakukan
pengikatan. Sehingga perjanjian kredit dilettakan sebagai perjanjian pokok
sedangkan jaminan kebendaannya’ dijadikan . sebagali perjanjian tambahan.
Perjanjian’ tersebut sebagai beban untuk perlindungan atas kedudukan pihak
kreditor, jika debitur melakukan wanprestasi maka pihak kreditur atau bank masih
dapat memiliki hanya. Dikarenakan perjanjian kredit yang dilakukan harus
memiliki perlindungan terhadap dana yang telah disalurkan melalui kredit. Tujuan
diadakannya penjaminan ialah untuk menghindari akibat pelanggaran terhadap
perjanjian yang ditetapkan atau cedera janji bagi pihak bank (kreditor). Unsur
yang dapat dijadikan jaminan,yaitu: (R.Subekti, 1996: 26)

a. Dapat membantu memperoleh kredit bagi pihak yang memerlukan.

b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk meneruskan
usahanya.

c. Memberikan kepastian kepada ‘kreditor dalam arti bahwa apabila perlu,
maka diuangkan untuk melunasi utang si debitor.

Berdasarkan ketentuan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal
6 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang menjelaskan
bahwa:

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama

mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan
sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya
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dari hasil penjualan tersebut”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUHT bahwa *“apabila debitor cidera janji,

maka akibat huku ang timbul atas hal terse yaitu, pemegang hak

o
[
-
o
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o
=
c
=
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sebagai b

menggunak
untuk men
seorang deb

langsung h

dengan kesepakatan serta waktu ditetapkan untuk dilunasi , tetapi
dengan adanya hambatan dari pihak debitur maka pembiayaan tersebut macet atau
tidak lancar. Penyaluran dana yang bermaslaah tadi menimbulkan dampak negatif
terhadap debitur. Menurut Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa: “resiko

pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya counterparty dalam

memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup



resiko terkait produk dn resiko terkait dengan pembiayaan korporasi”. (Karim,
2010: 260)

Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari
kelompok ekonomrdan praktisi-perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi
desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi
keuangan yang dilaksanakan. sejalan dengan; moral dan prinsip-prinsip syariah
islam. Terutama yang berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan maisir
(spekulasi) dan gharar (ketidakjelasan).

Lain halnya dengan bank konvensional, bank konvensional yang sudah ada
terlebih dahulu dibandingkan dengan bank syariah memiliki sistem yang jelas
berbeda yaitu menggunakan sistem bunga yang selalu menitikberatkan terhadap
bunga untuk keuntungannya, bank konvensional pada mulanya memiliki peranan
penting dalam sektor perbankan Indonesia karenasdominasinya yang sangat besar
tetapi ketika Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan
krisis politik nasiopal telah membawa dampak besar dalam perekonomian
nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan dominasi bank konvensional
mengalami kesulitan yang Sangat “parah.. Keadaan tersebut menyebabkan
pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan
merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Lahirnya Undang-undang No.
10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang
perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik
bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut

memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah. (Heryanto, 2013: 1)
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Di dalam prinsip bagi hasil (profitand loss sharing) secara otomatis risiko
kesulitan usaha ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana.

Ketertarikan lain yang menyebabkan prinsip bagi hasil ini semakin berkembang

pengguna d

Dalam [ a, ba ; ‘ pkan bagi hasil

bermasalah diawali dengan upaya-upaya dari bank sebagai pihak kreditur dengan
berbagai cara antara lain dengan melakukan penagihan langsung oleh bank kepada
debitur yang bersangkutan atau mengupayakan agar debitur menjual agunan
kreditnya sendiri untuk pelunasan kreditnya di bank.

Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut diatas tidak berhasil

dilaksanakan, pada umumnya upaya yang dilakukan bank dilakukan melalui



prosedur hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku terdapat beberapa lembaga dan berbagai sarana
hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah kredit
bermasalah perbankan. Penyelesaian dapat ditempuh melalui.saluran hukum yakni
Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN) atau Panitia Urusan Piutang
Negara (PUPN) atau Pengadilan<Negeri. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /PMK.06/2016 TENT Ang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang, menyebutkan, “Setiap pelaksanaan lelang harus
dilakukan oleh dan/ a tau dihadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh
Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah”.

Penyelesaian kredit yang bermasalah bukan hanya dilakukan oleh bank
konvensional, bank syariah juga melakukan penyelesaian apabila terjadi
pembiayaan yang bermasalah. Berdasarkan “Pasal 55 Undang-undang Nomor 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jika terjadi sengketa, maka
penyelesaiannya dapat ditempuh melalui:

(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan

dalam lingkungan Peradilan’Agama.

(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa
dilakukan sesuai dengan isi Akad.

(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh
bertentangan dengan Prinsip Syariah”.

Kemudian ada hal lain yang membuat perjanjian tersebut bertentangan

dengan haknya nasabah yaitu dimana sebagaimana yang terjadi pada Nasabah

Bustami yang menggunakan pembiayan dalam pengadaan barang dan jasa dengan

Nilai Rp. 173.000.000,00 Di PT Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru dengan

10



masa pembiayaan 156 bulan atau selama 13 tahun terhitung dari pencairan yaitu
pada tanggal 1 Januari 2017 dengan mengangsur pada tiap bulan sesuai jadwal
angsuran, namun setelah berjalan pembayaran selama 1 tahun pihak nasabah tidak
menyanggupi lagi untuk “melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.583.487,81
dikarenakan usaha yang dilakukan nasabah mengalami kerugian, atas keadaan
tersebut Bank melakukan pelelangan‘agunan nasabah sebagai penyelesaian kredit.
Jadi dari keterangan tersebut maka seharusnya tidak dilakukan pelelangan
dikarenakan berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah jika terjadi sengketa, maka penyelesaiannya oleh pengadilan,
hal yang sama dijelaskan pada Pasal 1266 KUHPerdata, yaitu:

Kemudian Pasal 1266 KUHPerdata menyatakan:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal

balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal

demikian persetujuan~tidak batal demi hukum, tetapi- pembatalan harus

dimintakan kepada Pengadian:

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak

dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal

tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan,

atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk

memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu

bulan.”

Sebagaimana yang telah penulis uraikan, maka penulis menetapkan judul
yang akan diteliti yaitu mengenai, “Tinjauan Penyelesaian Pembiayaan

Bermasalah Dalam Pengadaan Barang Berdasarkan Prinsip Murabahah

Pada PT Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru.

B. Rumusan Masalah

Adapun bentuk permasalahan yang telah ditetapkan untuk menguraikan

11
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yang akan dibahas antara lain yakni:

1. Bagaimanakah Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah  Dalam

Pengadaan Barang Berdasarkan Prinsip Murabahah Pada PT Bank

Pembiayaan

sip Murabahah

Murabahah Pada PT Ba Vlandiri Area Pekanbaru.
2. Manfaat Penelitian
Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan
penulis dalam menganalisis mengenai Penyelesaian pembiaayaan

bermasalah.

2. Diharapkan dari hasilpenelitian iniakan dapat sebagaibahan inforrmasi

12
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dan ditemukan hal-hal baru yang selama ini belum mendapat perhatian.

D. Tinjauan Pustaka

Hukum islam mengenal suatu prinsip jual beli‘'yang salah satunya disebut

(bank) dalam hubungan perkred debitur (nasabah penerima kredit)

mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat
yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan kredit yang bersangkutan.
(Usman, 2003: 236)

H.M.A.Savelberg menyebutkan bahwasanya kredit memiliki pengertian:
(Badralzaman, 1991: 21)

a. Kredit sebagai dasar dari setiap perikatan (verbintenis) dimana seseorang

13
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berhak menuntut sesuatu dari orang lain.

b. Kredit sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu pada

orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang telah

atau barang-barang tahan lama seperti tanah, mesin, dan sebagainya.

2) Kredit Modal Kerja; digunakan untuk keperluan meningkatkan
produksi dalam operasionalnya, seperti untuk membeli bahan baku,
membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan
dengan proses produksi perusahaan.

3) Kredit Likuiditas; diberikan dengan tujuan untuk membantu

14
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perusahaan yang sedang kesulitan likuiditas. Misalnya kredit

likuiditas dari Bank Indonesia yang diberikan untuk bank-bank yang

memiliki likuiditas dibawah bentuk uang.

inan orang.

enilai jaminan

a. orta ayai untuk sektor

b. Kredit Peternakan, dalam hal ini juga untuk jangka pendek misalnya
peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

c. Kredit Industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah
atau besar.

d. Kredit Pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya

dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, timah.

15
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e. Kredit Pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun
sarana dan prasarana pendidikan.

f. Kredit Profesi, yaitu kredit yang diberikan kepada para professional,

igunan atau

navaLh

a
°
@D
=
c
QD
=
3
o
o
=

Yaitu kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka
panjang pengembaliannya lebih dari 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya
kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa
sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit

perumahan.

16



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

Menurut Gatot Supramono didalam nasabah yang melakukan wanprestasi
maka terdapat tiga macam perbuatan yang dapat tergolongkan wanprestasi, yaitu:

1. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit atau beserta

3. bunganya,

membayar

Kondisi dan situasi ekonomi secara umum
5. Force Majeure

6. Kekurang hati-hatian bank.

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan menjadi

beberapa strategi 2 (dua), yaitu:

17
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1. Stay Strategy adalah strategi saat Bank masih ingin mempertahankan

hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang.

a. Penagihan intensif

melakukan tundaan bayaran sampai waktu tertentu, penurunan beban,
dan pembebasan beban
d. Restructuring, yaitu melakukan tambahan pembiaayaannya bersama
dengan penambahan hak residual
2. Phase out Strategy adalah strategi saat pada prinsipnya Bank tidak ingin

melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam

18
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konteks waktu yang panjang,kecuali bila ada faktor-faktor lain yang sangat
mendukung kemungkinan adanya perbaikan kondisi nasabah. Strategi yang

umumnya dijalankan, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2

aitu: 2) Hard Approach.

“\ ‘m“‘ .9; ‘ pembiayaan

eSelaniuinya jakan, d
‘@N% R 34’0

E. Konsep

Penul

atau bagi hasil.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu gambaran situasi dimana persetujuan

pengembalian pinjaman mengalami risiko kegagalan.

Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank
syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada
nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin

keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk ke

lis mencoba
an bermasalah

dalam pengada ang b % » a PT Bank Syariah

yang dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu atau
tempat dengan sifat atau ciri-ciri yang sama. (J.Moleong, 1995: 5) Sampel adalah
himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan
objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.

(Sunggono, 2005: 118) Adapun metode pengambilan sampel adalah purposive

sampling yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan

20
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tertentu, dengan ciri-ciri seperti keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga

tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya. Untuk

tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dan

Purposive
Sampling

a. Penyelesaian Pembiayaé asalah Dalam Pengadaan Barang
Berdasarkan Prinsip Murabahah Pada PT Bank Syariah Mandiri Area
Pekanbaru.

b. Faktor Penghambat dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
Dalam Pengadaan Barang Berdasarkan Prinsip Murabahah Pada PT

Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru.

2. Data Sekunder, ialah data yang di dapat dari bahan-bahan bacaan maupun

21
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literatur panduan, berupa:

a. Undang-Undang No 4 Tahun1996 tentang Hak Tangungan

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

5. Alat Pengu

Untu
pengumpul = da yang - dipergunakan adala a dan kuesioner,
mengadaka ya ja : J 1:_ . li gan para responden
guna mendapa

permasalahan

yang diteliti umnya.

membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori-teori dan pendapat para ahli
hukum, serta berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang telah ditetapkan, kemudian setelah data dianalisis, dirumuskan
kesimpulan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang umum
kepada hal-hal yang khusus, yang merupakan jawaban akhir dari penelitian yang

akan diuji pada sidang akhir sarjana.
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BAB 11

TINJAUAN UMUM

dikatakan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif.

c. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan
pembayaran utang.

Hukum Perbankan Indonesia merupakan hukum yang mengatur masalah-

masalah perbankan yang berlaku pada saat ini di Indonesia. Hukum perbankan

adalah “sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga

23



keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi eksistensinya, serta
hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain”.

Setiap usaha yang dijalankan selalu menghadapi risiko termasuk juga
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berharga yang dimiliki bank, misalnya obligasi atau surat berharga

lainnya.

. Risiko Likuiditas (liquidity risk)

Risiko likuiditas adalah risiko yang mungkin dihadapi bank untuk
memenuhi  kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi

permohonan kredit dan semua penarikan dana oleh penyimpan pada
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suatu waktu. Hal ini menimbulkan masalah karena bank tidak

mengetahui dengan tepat kapan dan berapa jumlah dana yang

dibutuhkan atau ditarik baik oleh nasabah debitor maupun nasabah

mengembangkan auditing system dan on line teller system.

. Risiko Fidusia (fiduciary risk)

Risiko fidusia adalah risiko yang mungkin timbul apabila bank
memberikan jasa dengan bertindak sebagai wali amanat, baik untuk
pribadi maupun badan usaha. Kegagalan bank melaksanakan tugas

tersebut dianggap risiko kerugian bagi wali amanat.
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7. Risiko Tingkat Bunga (interest rate risk)
Risiko tingkat bunga adalah risiko yang timbul akibat berubahnya

tingkat bunga, akan menurunkan nilai pasar surat-surat berharga yang

kepada pihak lain dan prestas akan dikembalikan lagi pada waktu
tertentu yang akan datang dengan disertai suatu kontra prestasi (balas jasa yang
berupa biaya). (Anwari, 1980: 14)

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang

Perbankan, merumuskan pengertian kredit adalah “Penyediaan uang atau tagihan

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

26
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pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian

bunga”.

ang pinjaman
1 dikemukakan
oleh  Muchda > gun  yar ' adalah suatu
dikembalikan

lagi pada masa-tertentu yang akan da d: Je atu kontra prestasi

fungsi  untuk

uhan baik dalam

memberi kredit, secara materiil harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan
perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit dan secara
spiritual mendapatkan kepuasan karena dapat membantu pihak lain dalam

mencapai kemajuan.

27



Tujuan Kredit dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam
memperoleh modal usaha maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kompensasi
berupa pemberian bunga terhadap sejumlah kredit yang diterimanya, sedangkan
untuk pihak Bankstujuannya adalah untuk _memperoleh keuntungan yang berupa
bunga dari kredit yang diberikan. Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara
sosial ekonomi baik bagi debitor, kreditor 'maupun masyarakat dapat membawa
pengaruh kepada tahapan yang lebih baik, maksudnya dengan kredit bagi debitor
dan kreditor mendapatkan kemajuan dalam usahanya. (Kasmir, 2004: 96)

Kredit yang diberikan bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan
demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah.
Pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu.usaha bank untuk
mendapatkan keuntungan, maka bank dapat meneruskan simpanan masyarakat
kepada nasabahnya dalam ~bentuk kredit, jika bank betul-betul yakin bahwa
debitor akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai jangka waktu dan
syarat-syarat yang disetujui oleh bank.

Teori perjanjian dipergunakan karena adanya hubungan antara para pihak.
Dalam doktrin teori lama, perjanjian ‘adalah.perbuatan hukum berdasarkan kata
sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sedagkan pada doktrrin teori baru oleh
Van Dunne, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih
berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akan tetapi teori ini
tidak hanya memandang perjanjian saja tetapi juga perbuatan sebelum atau yang

mendahuluinya. (Salim.HS, 2010: 25-26)
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Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan dalam perjanjian
ialah perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai

apa Yyang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara

arus melaksanakan.

Pasal 330 KUHPerdata me ahwa, “belum dewasa adalah mereka
yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun), maka mereka tidak
kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”. Ketentuan pasal tersebut
memberikan arti yang luas mengenai kecakapan bertindak dalam hukum, yaitu
bahwa seseorang baru dikatakan dewasa jika ia telah berumur 21 (dua puluh satu)
tahun atau telah menikah. Kedua hal tersebut membawa konsekuensi hokum

bahwa seseorang anak yang sudah menikah tetapi kemudian perkawinannya
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dibubarkan sebelum ia genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun tetap dianggap
telah dewasa. Anak yang belum dewasa, dalam setiap tindakannya dalam hukum

diwakili oleh orang tuanya atau walinya. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun

dewasa, yang

arus ditaruh di

sebagaimana disebutkan dalam

HPerdata di bawah pengampuan,

maka segala tindakan orang-orang tersebut harus dilaksanakan oleh

pengampunya.
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c.  Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan
Semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat

perjanjian-perjanjian tertentu. Namun setelah dikeluarkannya Surat Edaran

larang, tidaklah
d dengan sebab

yang halal ada dan bukan sebab

a.
b.  Asas Konsensualisme;
c.  Asas Pacta Sunt Servanda; dan
d.  Asas Itikad Baik
Asas Kebebasan Berkontrak ialah semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kebebasan

berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas
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dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu
a.  Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;

b.  Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;

terjadinya kes . De de ap: sepakatan antara
para pihak, kontrak, walaug ntrak akan pada saat
itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan. oleh para pihak

melahirkan ewajiba D asa juoe ebut bahwa kontrak

kebiasaan dan undang-undang. membuat suatu perjanjian harus
memperhatikan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

Asas Pacta Sunt Senanda menyatakan bahwa setiap orang yang membuat
kontrak dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut
mengandung janji-janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya

undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan

bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
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bagi mereka yang membuatnya”. (Miru, 2007: 5)

Asas itikad baik, dalam Pasal 1338 ayar (3) menyatakan bahwa, “perjanjian

harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Pentingnya itikad baik tersebut sehingga

juga termasuk dalam jual beli bersifat amanah adalah jual beli wadhi’ah, yaitu
menjual kembali dengan harga rendah (lebih kecil dari harga asli pembelian), dan
jual beli tauliyah, yaitu menjual dengan harga yang sama dengan harga
pembelian. (Wiroso, 2005: 14)

Murabahah dalam konsep perbankan syariah merupakan jual beli barang

pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli
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murabahah penjual atau bank harus memberitahukan bahwa harga produk yang ia
beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Aplikasi

pembiayaan murabahah pada bank syariah maupun Baitul Mal Wa Tamwil dapat

menyatakan hé ar : disepakati 19oleh
penjual d : . Da = i ni_merupakan salah

satu bentu ertainty co racts, abahah ditentukan

u.d\ujb\_\\}uj\ 4 ) LAS} "’Lgﬂ\é\lu;.uu_la.md\
Ga Gt Allid 280 506 \.4.1\ ’gﬂ\ :J:A 1 lF sl gan
eﬁ,\wﬂt 5 \;’ik;xu‘a:y'“{;us L Gl

57 Au%’u&j de Elyla Sialal Ju%‘eg U wﬂé
(\‘\/0) “*“\\wﬂ@ﬂm KA AR g_mdsJus
|

Artinya : Orang-orang yang makan [mengambil] riba [1] tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
[tekanan] penyakit gila [2]. Keadaan mereka yang demikian itu,
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adalah disebabkan mereka berkata [berpendapat], sesungguhnya
jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan
jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti [dari
mengambil riba], maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu
[3] [sebelum datang larangan]; dan urusannya [terserah] kepada
Allah: Orang yang. mengulangi-fmengambil riba], maka orang itu
adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalam ayat ini, Allah swt mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli,
serta menolak dan melarang_kensep/ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli
murabahah ‘mendapat pengakuan dan legalitas dari syara’, dan sah untuk
dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan di bank syariah dan Baitul Mall wa
Tamwil (BMT) karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak
mengandung unsur ribawi.

Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi :

/Jgdu;u‘.rw;s‘y,\)nmesmf‘;&m\s;sg%;

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; [2] sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu

Dalam literatur figh klasik, murabahah mengacu pada suatu penjualan yang
pembayarannya ditangguhkan. Justru elemen pokok yang membedakannya
dengan penjualan normal lainnya adalah penangguhan pembayaran itu.

Pembayaran dilakukan dalam suatu jangka waktu yang disepakati, baik secara

tunai maupun secara angsuran. Oleh karena itu, keberadaan murabahah juga
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didasarkan pada hadis yang menegaskan bahwa murabahah termasuk dalam

ketegori perbuatan dianjurkan (diberkati).

beli menurut _m : j \ﬂ jukkan adanya
pertukaran ata ate Jn ; g dukan ijab dan
gobul itu. ‘ 1 16) Sedangk e uruf ama ada 4 rukun
dalam jual b /3 ) au sesuatu yang

diakadkan.

atau BMT membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank atau
BMT itu sendiri.Walaupun terkadang bank atau BMT menggunakan media
akad wakalah dalam pembelian barang, dimana si nasabah sendiri yang
mebeli barang yang diinginkan atas nama bank. (Sumitro, 1996: 63)

b. Pembeli (Musytari) Pembeli dalam pembiayaan murabahah adalah nasabah

yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank atau BMT.
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c. Objek jual beli (Mabi’) Yang sering dilakukan dalam permohonan
pembiayaan murabahah oleh sebagian besar nasabah adalah terhadap

barang-barang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan

suatu prod . Sya 3 ' an konvensional.
Syarat dari
a. Penjual me ahu harga pokok keps eli. Hal ini adalah

logis, eNna Ja yang dibayar ' pe edua atau nasabah

misalnya pembelian dilakukan secara hutang. (Ridwan, 2007: 79)

4. Jenis-jenis Murabahah
Dalam konsep di perbankan syariah maupun di Lembaga Keuangan Syariah
(BMT), jual beli murabahah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu: (Wiroso, 2005: 37)

1) Murabahah tanpa pesanan
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Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli murabahah yang

dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan

(mengajukan pembiayaan) atau tidak, sehingga penyediaan barang

. Merupakan barang-barang dari persediaan mudharabah atau musyarakah.

2) Murabahah berdasarkan pesanan
Sedangkan yang dimaksud dengan murabahah berdasarkan pesanan
adalah jual beli murabahah yang dilakukan setelah ada pesanan dari

pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah. Jadi
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dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank syariah atau BMT melakukan

pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli setelah ada nasabah

yang memesan untuk dibelikan barang atau asset sesuai dengan apa yang

pembelian

mata menga

memesannya

akad. Barang atau objek harus diserahkan segera kepada nasabah, dan

pembayarannya dilakukan secara tangguh.

C. Tinjauan Umum Tentang PT Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru

PT. Bank Syariah Mandiri pada awal berdirinya bernama PT. Bank Susila
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Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank
Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi, atas dasar Akta Notaris: R. Soetratman,
SH., No. 146 tertanggal 10 Agustus 1973. Setelah adanya marger empat bank
pemerintah yaitu.Bank Bumi-Daya (BBD),.BankDagang Negara (BDN), Bank
Eksport import Indonesia (BEII) dan Bapindopada tanggal 31 Juli 1999 menjadi
PT. Bank Mandiri (Persero), makakepemilikan. PT. Bank Susila Bakti (BSB)
diambil alth-oleh PT. Bank Mandiri(Persero).

PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru membuat kebijakan untuk
mendukung sepenuhnya dan melanjutkan kebijakan lama dari PT. Bank Susila
Bakti (BSB) yang bermaksud mengubah kegiatan bank dari konvensional menjadi
syariah, sejalan-dengan keinginan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk
unit syariah. Langkah awal dilakukan dengan mengubah Anggaran Dasar tentang
nama PT. Bank Susila Bakti~(BSB) menjadi PT. Bank Syariah Syakinah Mandiri
berdasar Akta Notaris: Ny Machrani Moertolo Soenarto, SH., No. 29 tertanggal
19 Mei 1999 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman RI dengan
Surat Keputusannya tanggal 1 Juli 1999 No. C2-12120.HT.01.04. TH.99.

Maksud, tujuan dan nama bank Serta.seluruh’ Anggaran Dasar dari PT.Bank
Syariah Sakinah Mandiri kemudian diubah kembali berdasarkan Akta Notaris:
Sujipto, SH., No. 23 tertanggal 8 September 19994. Nama baru bank yaitu Bank
Syariah Mandiri yang kemudian disingkat BSM. Perubahan-perubahan tesebut
telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan
Surat Keputusan Nomor 16495.HT.01.04.TH.99 tertanggal 16 September 1999

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia (BI) melalui Surat
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Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.1/24/KEP.B1/1999 telah memberikan

izin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan

prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat

antara idealis
keunggulan perbankan di
Indonesia. sebagai bank
syariah terbe raih mengalami

peningkatan

.Q ngin dicapai. Visi dari Bank
Syariah Mandiri adalah ‘ e an peradaban ekonomi yang
mulia”. Maksud dari visi tersebut adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) berusaha
untuk dapat menjadi salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang dapat dipercaya
oleh semua lapisan masyarakat sebagai mitra atau rekan yang dapat membantu
mereka untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha-usahanya tanpa

membedakan agama, budaya, latar belakang, sejarah, maupun hal lainnya,

sehingga dapat menjadikanmasyarakat di Indonesia hidup sejahtera dan makmur.
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Sedangkan misi adalah cara untuk mencapai visi itu sendiri. Sehingga untuk
menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan mitra usaha, Bank Syariah Mandiri

memiliki misi berikut ini:
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

antara bank deé ; : p'dan menjualnya
kepada nas
disepakati.
dan pembiay

Setiap p aha 3 mpai pinjaman

yang memb : ih-besar d ada ya ipe an saat memberikan

masalah agunan atau jaminan merupakan salah satu masalah yang sangat erat
hubungannya dengan pemberian kredit tersebut. Dalam pelaksanaan pemberian
kredit kepada calon debitur diharuskan adanya barang jaminan untuk digunakan
apabila adanya resiko yang akan datang, sebagai akibat wanprestasinya seorang
debitur. Lembaga keuangan adalah suatu badan yang bergerak dibidang keuangan

untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat. Lembaga keuangan
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memiliki fungsi utama ialah sebagai lembaga yang dapat menghimpun dana

nasabah atau masyarakat ataupun sebagai lembaga yang menyalurkan dana

pinjaman untuk nasabah atau masyarakat.

ekonomi ba s naupL s ' Kasmir, 2004:

edit berasal dari

prestasinya. (Djumhana, 2000: 365) Dalam memberikan kredit, kreditur wajib
memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi
hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan
tersebut, sebelum memberikan kredit, Kreditur harus melakukan penilaian yang

cermat dan seksama terhadap karakter, kemampuan, modal, agunan dan prospek

usaha dari debitur.
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Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebenarnya untuk meningkatkan
kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Keberadaan BMT yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

ingga dituntut

meminimalkan

Tabel 111.1
Pengajuan Pembiayaan Pengadaan Barang Berdasarkan Prinsip Murabahah
Pada PT Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru

No Kuesioner Jawaban Rsponden Persentase %

1 Tertulis 48 100%

2 Tidak Tertulis - -

Jumlah 48 orang 100%

Sumber : Data Olahan 2019
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Pada tabel di atas, diketahui pengetahuan nasabah bank menjelaskan
tentang pengajuan pembiayaan pengadaan barang berdasarkan prinsip murabahah
pada PT Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru yaitu dilakukan secara tertulis, hal
ini dapat dibuktikan dari hasil. jawaban nasabah bank yang menjawab secara
tertulis yaitu sebanyak 48 orang dari 48 responden atau 100%. Jadi dapat
dikatakan bahwa setiap pembiayaan -yang dilakukan pada PT Bank Syariah
Mandiri Area Pekanbaru tetap didasarkan kepada perjanjian tertulis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Armi C Budiman selaku Area
Collection & Recovery Manager PT Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru,
menyatakan bahwa pengajuan pembiayaan pengadaan barang berdasarkan prinsip
murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru adalah untuk
memperoleh  kredit pembiayaan pengadaan barang para nasabah harus
mengajukan permohonan terlebih dahulu dan .diserahkan kepada pihak Bank,
kemudian pihak Bank akan melakukan pemeriksanaan terhadap surat permohonan
nasabah, apaah nasabah bisa mendapatkan pinjaman.dari bank. (Wawancara
dengan Armi C Budiman selaku Area Collection & Recovery Manager PT Bank
Syariah Mandiri Area Pekanbaru, padatanggal 11 November 2019)

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam
pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.
Guna mengurangi resiko dalam pemberian kredit, maka diperlukan jaminan kredit
dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi
hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Faktor jaminan inilah salah satu hal

yang penting untuk diperhatikan oleh bank dalam memberikan kredit kepada
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calon nasabahnya.
Pelaksanaan pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan

mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok,

perikatan ) a pihak reditur dimana
dalam hal i uai dengan apa
yang disep prestasi kepada
kreditur di berbuat sesuatu
(Pasal 1234 - . de j ewajiban untuk

memberikan

Syariah Mandiri Area Pekanbaru adalah sebagai berikut:
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Tabel 111.2
Pengetahuan Mengenai Prinsip Transaksi Jual Beli Pembiayaan Pengadaan
Barang Pada PT Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru
No Kuesioner Jawaban Rsponden Persentase %

Mengetahui

0
£l

8

menjelaskan
tentang pe aan Pengadaan
Barang Pad mengetahui, hal ini
dapat dibu ab mengetahui
ikatakan bahwa

maka nasabah

adalah prinsip transaksi jual beli yang digunakan dalam rangka pemberian
pembiayaan oleh Bank, dimana Bank akan membeli barang yang diinginkan oleh
nasabah dari pemilik asal dan membayar harga beli secara tunai kepada pemilik
asal, lalu menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harg ajual sebesar nilai
harga beli pemilik asal ditambah margin keuntungan bagi Bank yang disepakati

oleh para pihak dalam jangka waktu yang disepakati. (Wawancara dengan Armi C

48



Budiman selaku Area Collection & Recovery Manager PT Bank Syariah Mandiri
Area Pekanbaru, pada tanggal 11 November 2019)

Salah satu sendi yang terpenting dari hukum perjanjian adalah bahwa
semua perjanjian«harus dilaksanakan dengan-itikad baik, yang pada intinya
menegaskan bahwa persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad
baik, artinya pelaksanaan perjanjian ‘tersebut harus mengindahkan kepatutan dan
kesusilaan. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi
orang atau masyarakat. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, hukum mempunyai
tugas untuk memberikan kepastian, kegunaan dan keadilan.

Dalam pelaksanaan perjanjian, harus diperhatikan pula kebiasaan yang ada
dalam masyarakat. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 1339 KUHPerdata yang
menyatakan bahwa :

“Persetujuan-persetujuan; tidakhanya mengikat untuk. hal-hal yang dengan

tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang

menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan atau
undang-undang”.

Kata sepakat dalam suatu perjanjian dapat diperoleh melalui suatu proses
penawaran (offerte) dan penerimaan (acceptatie). Istilah penawaran (offerte)
merupakan suatu pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan
perjanjian, yang tentunya dalam penawaran tersebut telah terkandung unsur
esensialia dari perjanjian yang akan dibuat. Penerimaan (acceptatie) sendiri
merupakan pernyataan kehendak tanpa syarat untuk menerima penawaran
tersebut. Kata sepakat dapat diberikan secara tegas maupun diam-diam. Secara

tegas dapat dilakukan dengan tertulis, lisan maupun dengan suatu tanda tertentu.
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Cara tertulis dapat dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah
tangan. Begitu juga dalam hal kebebasan berkontrak, yang memberikan peluang
bagi para pihak yang membuat kontrak untuk membuat atau tidak membuat
kontrak, membuat- kontrak dengan siapapun,-menentukan substansi kontrak dan
menentukan bentuk kontrak itu sendiri. (Admiral, 2018: 398) Perjanjian antara
para pihak biasanya dituangkan: dalam  Suatu,perjanjian tertulis (kontrak) dan
kontrak yang dibuat merupakan suatu undang-undang bagi para pihak yang saling
mengikatkan dirinya kontrak tersebut harus dipatuhi. Bila salah satu pihak tidak
melaksanakan perjanjian sesual apa yang telah diperjanjikan maka akan
mendapatkan ~akibat hukum sesual dengan ' aturan “hukum vyang berlaku.
(Rahdiansyah,,2018: 315)

Menurut Achmadi Anwari, Kredit ialah suatu pemberian prestasi oleh satu
pihak kepada pihak lain dan-prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada waktu
tertentu yang akan datang dengan disertal suatu kontrak prestasi (balas jasa yang
berupa biaya). Jadi dapat dikatakan bahwa kredit merupakan suatu prestasi yang
harus dikembalikan oleh pihak lain dalam kurun waktu tertentu. (Hasan, 2011:
109)

Menurut Pasal 1 angka (11) perbankan menyatakan bahwa, “kredit adalah
penyediaan uang atas tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain
yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka
waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pengertian pembiayaan adalah

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan
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persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Berdasark abah entang pengetahuan
mengenai erjanj j i a rang Pada
PT Ban i raﬁslﬂ!ﬂtﬁrt@ga

W ey
) (7
Penge i i‘Pembiayaan
Peng kanbaru
No entase %

1 | M o || i 100%
2 [Ti = {{ = -
J . ltf 100%

Sumber : D 201 f
)
EKANBARS
Pada tab t njelaskan tentang
pengetahuan me I 't n i biayaan Pengadaan
Barang Pada PT Ba ri aitu Mengetahui, hal ini
dapat dibuktikan bahwa da i h bank menjawab Mengetahui

sebanyak 48 orang dari 48 responden atau 100%. Jadi dapat dikatakan setiap
nasabah mengetahui isi perjanjian yang akan dilakukannya dan disetujuinya
dengan pihak PT Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Armi C Budiman selaku Area
Collection & Recovery Manager PT Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru,

menyatakan bahwa pelaksanaan prinsip murabahah dalam pembiayaan pengadaan
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barang adalah antara lain:
a. Bank berdasarkan akad wakalah memberikan kuasa secara penuh

kepada nasabah untuk membeli dan menerima objek murabahah dari

a beli serta
pembelian

berdasarkan

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (principal) yang bersifat riel.
Sebagai perjanjian principal, maka perjanjian jaminan adalah acesoir. Ada dan
berakhrinya perjanjian jaminan bergantung perjanjian pokok. Arti riel ialah bahwa
terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada
nasabah. Perbankan haruslah jeli untuk meneliti momentum terjadinya perjanjian

kredit dan terjadinya perjanjian jaminan. Idealnya ialah momentum itu jatuh
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bersamaan, akan tetapi pada kenyataannya terjadi pada momentum yang
berbedabeda. Keadaan ini dapat menimbulkan kerugian bagi bank bagi penyedia

kredit. Perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang.

pok pinjaman

kredit berdasark emampué 't : C ‘yaitu kredit lancar,

semenjak pembayara ] dak ac ggakan bunga sekalipun.
2) Kredit Tidak Lancar
Selanjutnya ada kredit kurang lancar yang ditandai dengan terdapat
tunggakan angsuran pokok yang sudah melebihi satu masa angsuran,
namun belum melebihi dua masa angsuran. Dikatakan kurang lancar pula

jika pembayaran bunga sudah menunggak hingga 2 bulan namun belum
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melebihi 3 bulan. Jika terdapat overdraft karena penarikan namun belum
melampaui 3 bulan, dapat dikatakan kredit tersebut juga tidak lancar.

3) Kredit Diragukan

4) - y - ':' aling para agi para peminjam

Pekanbaru adalah sebagai berikut:
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Tabel 111.4
Bentuk Objek Pembiayaan Pembiayaan Pengadaan Barang Pada PT Bank
Syariah Mandiri Area Pekanbaru
No Kuesioner Jawaban Rsponden Persentase %

Ditentukan ng 100%

menjelaskan
tentang be C an Pembiaya Pada PT Bank
Syariah Mandiri Area P baru yaitu- dit ah, hal ini dapat

ntukan nasabah

Collection & Recovery Manage K Syariah Mandiri Area Pekanbaru,
menyatakan bahwa bentuk objek pembiayaan pengadaan barang yang sering
dilaksanakan olen Bank Syariah Mandiri area pekanbaru adalah biasanya
pembiayaan yang diajukan oleh nasabah yaitu dalam pembiayan pembelian lahan
peratnahan dan lahan perkebunan. (Wawancara dengan Armi C Budiman selaku

Area Collection & Recovery Manager PT Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru,

pada tanggal 11 November 2019)
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Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan
demikian, pemberian pembiayaan adalahpemberian kepercayaan. Hal ini berarti

prestasi yang diberikanbenar-benar harus diyakini dapatdikembalikan oleh

g diterimanya

jui oleh kedua

menyebabkan s asik d ertagihnya pembiayaan (non
performing loan).
f. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatupinjaman, jasa
tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin.
Penyelesaian kredit yang bermasalah bukan hanya dilakukan oleh bank
konvensional, bank syariah juga melakukan penyelesaian apabila terjadi

pembiayaan yang bermasalah. Berdasarkan “Pasal 55 Undang-undang Nomor 21
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Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jika terjadi sengketa, maka
penyelesaiannya dapat ditempuh melalui:

1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan

50 Tahun 2009
tentang Perz peradilan bagi

orang-orang aris; c. wasiat;

d. hibah; e. i syari'ah”. Jadi
dapat dikatak aian - pe nasaleh tidak dapatd
iselesaiakn mel dapat dilakukan di

dalam melakukan pembayaran pinjaman pembiayaan Pembiayaan Pengadaan

Barang Pada PT Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru adalah sebagai berikut:
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Tabel 111.5
Kelancaran Dalam Melakukan Pembayaran Pinjaman Pembiayaan
Pembiayaan Pengadaan Barang Pada PT Bank Syariah Mandiri Area
Pekanbaru
Jawaban Rsponden

Persentase %

No Kuesioner

Pengadaan Barang Pada PT Bank Syariah M: \rea Pekanbaru yaitu tidak
lancar, hal ini.dapat di 1 a dari "_"' jawaha ah bank menjawab

tidak lancar sebanys : : %. Jadi dapat

Collection & Recovery Manager PT Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru,
menyatakan bahwa Penyelesaian Pembiayaan bermasalahan dalam Pengadaan
Barang Berdasarkan Prinsip Murabahah adalah jika terjadi cedera janji,
penyelesaiannya akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu jika tidak
ada penyelesaian maka akan dilanjutkan dengan ketentuan dari bank sebagaimana

yang telah disepakati maka bank melakukan ;
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a. Bank berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari nasabah atau
siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau

seluruh jumlah kewajiban berdasarkan akad, untuk dibayar dengan

pelelangan di muka
diperhitungkan

nasabah kepada

sampai lunas, dan sebalinya apabila hasil penjualan agunan melebihi
agunan jumlah kewajiban yang belum dibayar, maka bank akan
menyerahkan kelebihan tersebut kepad anasabah atau pemilik barang
agunan apabila agunan milik pihak ketiga. (Wawancara dengan Armi
C Budiman selaku Area Collection & Recovery Manager PT Bank

Syariah Mandiri Area Pekanbaru, pada tanggal 11 November 2019)
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Jadi berdasarkan ketentuan isi perjanjian tersebut menurut penulis masih
terlihat kedudukan nasabah masih lemah di dalam penyelesaian pembiayaan
bermasalah, hal ini terlihat dari perjanjian tersebut dimana nasabah tidak memiliki
kekuatan hukum untuk mempertahankan haknya, sedangkan.pinhak Bank memiliki
hak penuh untuk menguasai barang, seperti yang tercantum di dalam ayat 1 dan 2,
dimana apabila nasabah tidak .melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus
maka bankberhak menjual agunan. Kemudian ada hal lain"yang membuat
perjanjian tersebut bertentangan dengan haknya nasabah yaitu dimana Bank
melakukan pelelangan agunan nasabah sebagai penyelesaian kredit namun hal
tersebut seharusnya tidak dilakukan dikarenakan berdasarkan Pasal 55 Undang-
undang Nomor21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jika terjadi sengketa,
maka penyelesaiannya oleh pengadilan, hal yang sama dijelaskan pada Pasal 1266
KUHPerdata.

Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dilakukan oleh pihak kreditur
apabila debitur” telah” melakukan wan prestasi. Hal ini dilakukan dengan
pertimbangan pertimbangan tertentu dimana upaya: penyelesaian pembiayaan
bermasalah dalam pembiayaan murabahah.telah dilakukan baik melalui internal
maupun eksternal (pihak ketiga).

Seharusnya setiap tindakan tetap menerapkan prinsip keadilan dan kepastian
hukum, jika dilihat dari penghambat perlindungan hukum tersebut diatas, maka
setiap perbuatan yang diperjanjikan selalu mengikuti aturan yang disepakati, jika
aturan tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut akan menimbulkan akibat

hukum yang baru dari perjanjiannya. Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum
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dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi
tentang hak asasi manusia. Untuk memahami hukum yang mencerminkan rasa
keadilan masyarakat, harus dipahami dulu makna hukum yang sesungguhnya.
Menurut pandangan yang dianut.dalam literarur ilmu hukum, makna hukum itu
ialah mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Makna ini akan tercapai
dengan dimasukkannya prinsip-prinsip-keadilan dalam peraturan hidup bersama.
Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum positif yang merupakan realisasi dari
prinsip-prinsip keadilan. (Shalihah, 2017: 153)

Dalam perspektif hukum perdata akad murabahah merupakan perjanjian jual
beli dengan tambahan keuntungan yang disepakati bersama. Jual beli menurut
KUHPerdata adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu
(si penjual) berjanji untuk menyerahkan hal milik atas suatu barang, sedang pihak
yang lainnya (Si pembeli)~berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas
sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut, yang dimaksud
disini adalah jual beli secara tunai. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari
satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain
dinamakan membeli. (Subekti, 1995:2) Sifat konsensual dari jual beli tersebut
ditegaskan dalam pasal 1458 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “jualbeli
dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka
mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum
diserahkan maupun harganya belum dibayar”. Hal ini berbeda dengan hukum
Islam yaitu bahwa jual beli harus memenuhi syarat rukunnya yang meliputi

adanya penjual dan pembeli, adanya barang dan adanya ijab qobul.
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Wanprestasi atau kelalaian dalam memenuhi isi akad di dalam hukum Islam
disebut tagsir. Kelalaian menurut madzhab Hanafi merupakan salah satu bentuk

dari sifat lupa (nisyan) dan dikatakan jika pelakunya dalam keadaan sadar, maka

\ 3\

¥
‘
&
%
o

5 it

meminjam sebagai salah satu kegiatan utama. Salah satu produk yang diberikan
oleh bank dalam membantu kelancaran usaha debiturnya adalah dengan
pemberian kredit.

Kredit pada umunya berfungsi untuk mempelancar suatu kegiatan usaha,
dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di indonesia sangat berperan penting

dalam kedudukannya, baik untuk usaha produksi maupun usaha swasta yang
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dikembangkan secara mandiri karena bertujuan meningkatkan taraf kehidupan
masyarakat. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perbankan, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan tu, berdasarkan persetujuan atau. kesepakatan pinjam
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam
untuk melunasi utangnya setelahgangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga”.
Pemberian kredit antara bank sebagai kreditur dengan nasabah penerima
kredit sebagai debitur dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian. Menurut M.
Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta
benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak
untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk
menunaikan prestasi. Pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam suatu
perjanjian kredit oleh bank kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko
mungkin saja terjadi karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas
atau tunai, melainkan debitur diberikan kepercayaan oleh undang-undang dalam
perjanjian kredit untuk. membayar belakangan secara bertahap atau mencicil.
Resiko yang umunya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan
kredit (resiko pasar), resiko karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya
yang telah tempo (resiko likuiditas), serta resiko karena adanya kelemahan aspek
yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-

undangan yang mendukung (resiko hukum). (Bahsan, 2007: 73)

63



Kredit bermasalah adalah hal yang paling diwaspadai dalam kegiaan
pemberian kredit, terutama telah masuk dalam golongan kredit macet. Terjadinya
kredit bermasalah merupakan wujud kurangnya kesadaran debitur terhadap arti
kepercayaan atas<jaminan utama, karenanya-pemberian fasilitas kredit harus
disertai_dengan unsur saling percaya antara bank sebagai pemberi kredit dengan
nasabah = sebagal penerima. kredit: “Namun , demikian dalam dunia bisnis
kepercayaan itu seringkali semu, maka sektor hukum kemudian turun tangan
memberikan sinyal-sinyalnya bahwa lembaga keuangan bank manapun harus
mengutamakan prinsip kehatihatian dalam memberikan kredit.

Hukum Perjanjian bersifat terbuka atau mempunyai suatu asas kebebasan
berkontrak, artinya kebebasan yang diberikan seluas-luasnya kepada siapapun
untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar
undang-undang, ketertiban wmum, dan kesusilaan; Para pembuat perjanjian boleh
membuat ketentuan-ketentuan sendiri. yang menyimpang. dari pasal-pasal dari
hukum perjanjian, sedangkan pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan
pelengkap, yang berarti pasal-pasal tersebut dapat dikesampingkan manakala
dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Kalau tidak diatur
sendiri sesuatu hal, berarti mengenai hal tersebut akan tunduk pada undang-
undang yang berlaku

Perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum.
Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan
menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, dan menyangkut juga tenaga

kerja. Perjanjian yang mengandung cacad hukum tertentu tidak dapat
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dilaksanakan dengan sempurna, sehingga walaupun perjanjian itu ada, tidak satu
pun pihak yang dapat menggugat pihak lainnya. Perjanjian-perjanjian tertentu,

misalnya tidak perlu dalam bentuk tertulis, tetapi tidak ada pihak yang dapat

barang yan ( albelika ') ak ' am. Demikian juga
harga pembelia ang Ingan | afa pembayarannya

harus disebutkan de elas. :‘ : g engetahui harga

Bank Indonesia (Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
Tentang Perbankan Syariah) yaitu:
“Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakabh;

b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
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c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan

istishna’;

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang gardh;dan

31

2 | Usaha bangkrut 69

Jumlah 48 orang 100%

Sumber : Data Olahan 2019

Pada tabel di atas, diketahui pengetahuan nasabah bank menjelaskan
penyebab bermasalahnya pembayaran pinjaman pembiayaan pengadaan barang

pada PT Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru yaitu usaha bankrut, hal ini dapat
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dibuktikan bahwa dari hasil jawaban nasabah bank menjawab usaha bankrut
sebanyak 48 orang dari 33 responden atau 69%. Dapat diketahui dari 48 nasabah

yang bermasalah, nasabah yang dalam keadaan bangkrut usahanya serta yang

yang bermasalah dikarenz en _- hg -_ Kan pinjé a nasabah tidak
memmiliki kemampuan Serta fitikad beik untuk: melakukan peryelesian Kredit
(Wawancara
Manager PT

2019)

kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.
Menurut Van Apeldoorn, tujuan hukum ialah mengatur tata tertib masyarakat
secara damai dan adil. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum
dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan,

kemerdekaan, jiwa, harta, dan sebagainya terhadap yang merugikannya.
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Untuk meminimalisir risiko kredit yang diberikan, bank akan meminta
kepada debitor untuk memberikan agunan sebagai sumber pelunasan hutangnya

apabila debitor wanprestasi atau ingkar janji. Menurut Pasal 1131 Kitab Undang-

maupun
perikatan utangnya era s del ‘g um terjadilah
pemberian jan eor 0 prnya atas segala
kekayaan d

1. mendapatkan

I, yaitu untuk

itetapkan dalam

dapat diperkecil;
3. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya,
khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat
yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut
menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada

bank. (Kansil, 2002; 320)

68



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Berdasarkan pengetahuan nasabah bank menjelaskan tentang tindakan Bank

jika penyelesaian permasalahan kredit yang bermasalah atau pembiayaan tidak

lancar dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawanc gan Armi C Budiman selaku Area
Collection & Recovery Manager PT Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru,
menyatakan bahwa tindakan Bank jika penyelesaian permasalahan kredit yang
bermasalah atau pembiayaan tidak lancar adalah dilakukan somasi namun
meskipun sudha dilakukan somasi tetapi masih ada nasabah yang tidak
mengindahkannya. (Wawancara dengan Armi C Budiman selaku Area Collection

& Recovery Manager PT Bank Syariah Mandiri Area Pekanbaru, pada tanggal 11
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November 2019)

Risiko kredit yang dalam bank syariah diistilahkan dengan risiko
pembiayaan yang biasanya terjadi jika counterparty tidak bisa memenuhi
kewajibannya (wanprestasi). Seringkali adalah-para nasabah.yang tidak bisa tepat
waktu memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Pembiayaan murabahah
merupakan salah satu bentuk cpembiayaans yang bisa dikatakan mekanisme
pembayarannya dilaksanakan secara kredit atau cicCilan. Karena pembiayaan
murabahah merupakan jenis akad jual beli barang dengan menyatakan harga
perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli
dimana dalam mengembalikan dana pinjaman oleh nasabah bisa dilakukan dalam
bentuk cicilan-atau kredit. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko
sehingga bank dituntut kemampuan dan efektivitasnya dalam mengelola resiko
kredit dan meminimalkan petensi kerugian sehingga bank wajib memperhatikan
asas perkreditan yang sehat.

Dalam hal pembiayaan macet perlu melakukan penyelamatan, sehingga
tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan
memberikan keringanan berupa. jangka waktu atau angsuran terutama bagi
pembiayaan terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang
sengaja lalai untuk membayar. Terhadap pembiayaan yang mengalami kemacetan
sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut secara normatif maka dapat
diproses secara hukum, hal ini dapat meliputi proses litigasi maupun non litigasi.

Kedua cara penyelesaian ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-
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masing. Proses penyelesaian melalui litigasi di dalam pengadilan dan proses non
litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) di luar
pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial
yang belum mampu merangkul. kepentingan.bersama, cenderung menimbulkan
masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal,
tidak responsif dan menimbulkan permusuhan, diantara para pihak. Sebaliknya
melalui proses non. litigasi menghasilkan kesepakatan. yang bersifat win-win
solution, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang
diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan secara
komprehensif dan kebersamaan dengan tetap menjaga hubungan baik di antara
para pihak.

Kredit bermasalah adalah hal yang paling diwaspadai dalam kegiaan
pemberian kredit, terutama telah masuk dalam golongan kredit macet. Terjadinya
kredit bermasalah merupakan wujud kurangnya kesadaran debitur terhadap arti
kepercayaan atas jaminan utama, karenanya pemberian fasilitas kredit harus
disertai dengan unsur saling percaya antara bank sebagai pemberi kredit dengan
nasabah sebagai penerima Kredit. “ Namun demikian dalam dunia bisnis
kepercayaan itu seringkali semu, maka sektor hukum kemudian turun tangan
memberikan sinyal-sinyalnya bahwa lembaga keuangan bank manapun harus
mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit. Kasus kredit
macet dalam dunia perbankan bukanlah hal yang baru. Kredit macet sudah
menjadi resiko bagi perbankan sejak lama. Krisis ekonomi yang dimulai pada

tahun 1998 tidak lepas dari andil kredit macet di perbankan yang harus dibayar
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mahal dengan obligasi rekapitalisasi dan menjadi beban ekonomi nasional hingga
saat ini. (Supriyanto, 2007: 10)

Hukum tidak akan mengakui semua perjanjian, terutama berkenaan dengan
pemberian suatu.kerangka sehingga usaha.dapat berjalan; jika perjanjian dapat
dilanggar dengan bebas tanpa hukuman, orang-orang tidak bermoral dapat
menciptakan kekacauan. Oleh«karena ftu,s hukum akan turut campur dan
memerintahkan orang yang melanggar perjanjian itu supaya membayar ganti rugi
kepada pihak yang dirugikan, tetapi hanya jika perjanjian itu memenuhi syarat-
svarat pokok. (Muhammad, 2006; 95)

Menurut Subekti, suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana berjanji
kepada orang-lain atau lebih dimana dua orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itu, timbullah suatu hubungan antara
dua orang tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian itu menimbulkan perikatan
antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu
rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang
diucapkan atau ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan
perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. \

Hubungan hukum akan berjalan lancar jika masing-masing pihak memenuhi
kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun tidak menutup
kemungkinan di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, salah satu pihak
tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Guna
membuktikan hak dan kewajiban para pihak baik kreditur maupun debitur, apabila

salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan,
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maka perjanjian tersebut perlu dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis

Perlu dipahami bahwa dalam suatu transaksi dan atau perjanjian dalam
bentuk apapun kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan
sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi);=namun pada_kenyatannya tidak
menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan
apa yang telah diperjanjikan. Suatuiperjanjiansapabila debitur tidak melaksanakan
apa yang telah diperjanjikan, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.
Dapat pula dikatakan bahwa lalai atau alpa atau ingkar janji atau melanggar
perjanjian dengan melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak boleh dilakukan.

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana ada dua pihak atau lebih
yang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari perjanjian ini,
ditimbulkan suatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak.
Hubungan hukum tersebutlah yang dinamakan perikatan. (Syahrani, 1992: 113)
Hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menimbulkan perikatan.
Dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak
menimbulkan perikatan, karena hukum perjanjian..menganut sistem terbuka,
sehingga anggota masyarakat bebas untuk.mengadakan perjanjian dan undang-
undang hanya berfungsi untuk melengkapi perjanjian yang dibuat oleh
masyarakat. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan,
karena perjanjian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak, sedangkan
perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat tanpa ketentuan para pihak yang

bersangkutan. (Satrio, 1995: 5)
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Karena wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka
harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau

lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, maka harus dibuktikan di muka hakim.

Pengajuan ke peng ,‘ 1g.Wa n adanya somasi yang
\ N
dilakuka : ‘.t\‘ .Q® oses verbal

tentang

[

asal saja ang. Kadang-

A £

kadang ju alai atau lupa,

karena ser sesuatu pihak

diwajibkan
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Barang

Mandiri Area
sebabkan masih

elesaikan secara

pihak Bank melakukan pelelangan terahdap jaminan dari nasabah.
2. Faktor Penghambat Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam
Pengadaan Barang Berdasarkan Prinsip Murabahah Pada PT Bank Syariah
Mandiri Area Pekanbaru adalah usaha yang dibuat nasabah telah bangkrut,
keuangan yang bermasalah dikarenakan menyalahgunakan pinjaman

sehingga nasabah tidak memiliki kemampuan serta itikad baik untuk
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melakukan penyelesaian kredit dan Serta meskipun sudah dilakukan

musyawarah dan mufakat untuk menyelesaian permasalahan dan dilakukan

somasi namun tetap tidak diperdulikan oleh nasabah.

terhadap jaminan yang dianggunkan kepada Bank. Jika telah terjadi
pelelangan maka diharapkan kepada pihak Bank untuk memberitahukan
atau menginformasikan kepada nasabah agar nasabah dapat mengetahui
pelaksanaannya serta dapat mengembalikan sisa yang menjadi haknya

nasabah.
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